BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan martabat yang
sama. Kedua pribadi ini tidak ada yang lebih istimewa. Kesetaraan antara laki-laki
dan perempuan ditandai dengan adanya hak dan martabat yang sama yang melekat
pada diri mereka sudah ada sejak lahir dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun,
karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara. Dalam konstitusi
Negara Republik Indonesia, hak perempuan untuk terlibat aktif dibidang politik
telah disahkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang khusus dengan presentasi
30% keterwakilan perempuan. Adanya undang-undang membuktikan bahwa dunia

politik merupakan hak semua orang.

Namun terlepas dari itu, realitas yang terjadi ialah adanya ketidakadilan
perempuan dalam masyarakat terutama akses dalam bidang politik. Hal ini
dibuktikan dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Keinginan
perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dibatasi oleh konsep gender
yang keliru dari masyarakat. Masyarakat cenderung mempertahankan konsep
gender dalam politik, bahkan seringkali cenderung memberikan ruang penuh
terhadap laki-laki sementara kaum perempuan di lain pihak dinilai tidak sanggup
untuk bergelut dalam dunia politik. Perlakuan tidak adil tersebut semakin
bertumbuh subur dan secara tidak sadar justru melekat dalam budaya dan pemikiran
masyarakat, sehingga laki-laki mendominasi ruang politik.

Realitas ketidakadilan yang dialami oleh perempuan tersebut pada dasarnya
disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seperti pengaruh budaya
patriarki, pengaruh stratifikasi sosial. Selain itu ketidakadilan yang dialami oleh
kaum perempuan juga disebabkan oleh pembagian sifat dan perbedaan gender.
Perbedaan gender menyebabkan kaum perempuan sangat sulit menempatkan posisi
yang sama seperti laki-laki dalam politik. Perempuan seringkali ditempatkan pada

sektor domestik untuk mengurus anak, membersih rumah dan lain sebagainya.



Padahal kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak-anak merupakan kewajiban
dari orangtua tak terkecuali laki-laki. Peran gender di satu sisi dipengaruhi oleh
konstruksi budaya yang diciptakan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan suatu
pembedaan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam hal bekerja. Posisi

perempuan dalam masyarakat selalu dikesampingkan.

Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan juga disebabkan oleh persepsi
masyarakat Desa Timbul tentang gender yang tidak benar. Masyarakat Desa Timbu
memahami gender sebagai kodrat yang berasal dari Tuhan. Pengertian gender ini
merupakan sesuatu yang tidak benar, karena pada dasarnya gender diartikan untuk
membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan
perempuan. Pengaruh dari konsep gender yang tidak benar oleh masyarakat Desa
Timbul tersebut menyebabkan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan,
bahkan perempuan dipandang sebagai insan yang tidak kreatif dan tidak cerdas. Hal
ini sangat nyata dalam praktik kehidupan sosial kemasyarakatan Desa Timbu
bahkan kaum perempuan sangat sulit mendapatkan keadilan baik dalam keluarga,
lingkungan sosial masyarakat maupun di ruang publik dan politik. Menempatkan
perempuan dalam politik adalah suatu hal yang tidak wajar, karena berkiprah di
dunia yang keras dan penuh dengan imaji. Perempuan harus berada di dunia yang

biasa saja seperti, mengurus anak dan memasak nasi.

Namun, bentuk dan sikap yang diadopsi oleh masyarakat secara khusus
kaum pria terhadap wanita sesungguhnya bukan suatu yang bersifat kodrati atau
abadi, melainkan hasil konstruksi sosial dan kultural. Karena sifat lemah lembut,
irasional, emosional, dan keibuan yang dimiliki oleh perempuan bisa terjadi pada
laki-laki. Sifat yang dimiliki oleh laki-laki tidak selamanya hanya terjadi pada diri
mereka, karena ada laki-laki juga yang memiliki sifat seperti perempuan. Hal yang
sama juga terjadi pada perempuan. Perempuan tidak selamanya memiliki sifat
lemah lembut, irasional, emosional, dan keibuan, melainkan bisa juga memiliki
sifat seperti laki-laki. Demikian juga sifat yang dimiliki laki-laki seperti rasional,
jantan, kuat, dan gagah perkasa bisa terjadi pada perempuan.

Merujuk pada ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan secara

khusus dalam politik, maka perlu adanya keadilan bagi perempuan. Titik tolak



keadilan terhadap perempuan dalam politik adalah merujuk pada konsep hak dan
martabat yang sama dengan laki-laki. Karena ketidakadilan yang dialami oleh
perempuan merupakan suatu perlawanan atas hak dan martabat yang dimiliki oleh
semua orang secara khusus martabat perempuan. Hak perempuan dalam politik
merupakan salah satu hak yang sudah disahkan oleh undang-undang dasar 1945.
Oleh karena itu sebagai langkah solutif untuk menegakan kembali hak perempuan
dalam politik, maka perlu mengubah pemahaman masyarakat tentang gender.
Solusi yang perlu dilakukan adalah dengan merekonstruksi gender. Adanya
rekonstruksi gender bukan sesuatu perlawanan terhadap aturan-aturan budaya yang
sudah lama dibentuk oleh masyarakat Desa Timbu, melainkan upaya untuk
membantu masyarakat Desa Timbu untuk memahami tentang konsep gender yang

sesungguhnya.

Upaya mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam politik
di Desa Timbu Kecamatan Cibal Barat merupakan suatu usaha untuk menegakkan
kembali hak perempuan demi menciptakan keadilan. Hal ini disebabkan karena
kurangnya representasi perempuan dalam politik baik tingkat pusat maupun daerah.
Perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam politik.
Kedua pribadi tidak memiliki hak untuk membatasi kebebasan salah seorang
individu untuk berpartisipasi di ruang politik. Dengan demikian laki-laki dan
perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam
politik. Upaya menegakan kembali hak perempuan dalam politik bisa diwujudkan
dengan cara rekonstruksi gender. Karena pada dasarnya ketidakadilan yang dialami
oleh perempuan dalam politik disebabkan oleh bias gender. Misalnya menempatkan
perempuan dalam politik adalah suatu hal yang tidak wajar, hanya laki-laki saja
yang bisa berpartisipasi dalam politik. Selain itu, perempuan juga tidak diberikan
ruang untuk tampil di ruang publik. Pekerjaan perempuan hanya sebatas ranah

privat atau ruang domestik.

Selain itu upaya rekonstruksi gender dalam memperjuangkan hak perempuan
dalam politik adalah dengan melihat secara jeli tanda-tanda perkembangan zaman.

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut semua masyarakat untuk



mengubah pola pikir yang lama ke pola pikir modern. Dalam hal ini berarti,
konsepsi-konsepsi masyarakat yang selalu merendahkan hak dan martabat
perempuan terutama dalam ketersediaan ruang politik harus di redefinisi. Dengan
hal ini, kaum perempuan menyadari bahwa ruang politik adalah tempat di mana
semua orang itu memiliki hak serta kebebasan yang sama untuk mengekspresikan

dirinya.

Oleh karena itu, rekonstruksi gender merupakan upaya untuk
memperjuangkan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam politik di Desa
Timbu dengan memberikan pemahaman yang benar tentang gender sesungguhnya
kepada masyarakat Desa Timbu. Memang upaya untuk menciptakan kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan terutama dalam politik sangat sulit direalisasikan.
Namun dengan rekonstruksi gender masyarakat Desa Timbu terutama kaum laki-
laki menyadarkan bahwa pandangan-pandangan selama ini yang selalu
merendahkan perempuan adalah tidak benar. Perempuan memiliki hak sama
dengan laki-laki dalam politik. Dengan demikian perlakuan yang adil terutama
dalam politik antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu bentuk

penghormatan akan hak dan martabat antara sesama manusia.
5.2 Usul dan Saran

Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan sosial
masyarakat di Desa Timbu merupakan persoalan yang masih panjang terutama
dalam dunia politik. Oleh karena itu perlunya suatu dukungan dan kerja sama dari
semua pihak agar perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam
politik. Hal yang perlu dilakukan dalam kerja sama ini adalah dengan memberikan
tindakan nyata. Berkaitan dengan ini pelbagai pihak yang perlu bekerja sama,
adalah kepala Desa Timbu, masyarakat Desa Timbu, keluarga, lembaga pendidikan,

kaum perempuan, lembaga adat, dan Institusi Gereja.
5.2.1 Bagi Pemerintah Desa Timbu

Pemerintah Desa Timbu merupakan lembaga tertinggi yang memiliki hak

untuk mengatur tata kehidupan sosial masyarakat seharusnya memberikan



sosialisasi tentang kesetaraan gender di masyarakat dan lingkungan sekolah-
sekolah. Selain itu, pihak pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada
perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sesuai dengan yang tertuang dalam
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap manusia itu baik laki-
laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik.
Oleh karena itu untuk menjadi kepala desa bukan hanya laki-laki saja melainkan
semua masyarakat termasuk perempuan. Dengan tulisan ini juga, penulis mau
mengusulkan kepada pemerintah terutama kepala Desa Timbu harus
mempertegaskan kembali tentang kesetaraan gender agar kaum perempuan tidak
dipandang sebagai makhluk yang lemah serta tidak berpartisipasi dalam politik,

melainkan sebagai pribadi yang memiliki kesederajatan dengan laki-laki.
5.2.2 Bagi Masyarakat Desa Timbu

Masyarakat merupakan kumpulan banyak orang yang saling berinteraksi
antara satu sama lain. Dalam sebuah masyarakat setiap individu itu bebas untuk
mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu tidak dibenarkan jika dalam sebuah
masyarakat salah seorang individu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari
pihak yang lain. Konsepsi masyarakat yang selalu merendahkan martabat kaum
perempuan adalah suatu hal yang tidak perlu diterapkan dalam lingkungan sosial
dan masyarakat. Masyarakat harus memberikan kesempatan yang sama antara laki-
laki dan perempuan untuk mengekspresikan hak dan kebebasannya terutama dalam

ruang publik dan politik.
5.2.3 Bagi Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang terikat karena memiliki
hubungan darah, perkawinan dan hidup bersama dalam periode waktu yang cukup
lama. Keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan, dan tempat dimana
seseorang merasa dicintai. Selain itu, keluarga juga tempat di mana seseorang
bertumbuh menjadi pribadi yang sangat baik. Karena itu peran keluarga menjadi
hal yang sangat penting dalam mengatasi ketidakadilan perempuan dalam politik di
Desa Timbu. Dalam hal ini berarti keluarga harus menciptakan kebebasan bagi



siapa saja yang mau terlibat dalam politik baik laki-laki maupun perempuan.
Dengan demikian hak laki-laki dan perempuan dalam politik itu sama.

5.2.4 Bagi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan harus mampu memberikan pendidikan yang sama
antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah
pendidikan tentang politik. Lembaga pendidikan harus memberikan hak yang sama
antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan tentang politik tanpa
memandang sifat atau latar belakang seseorang. Lembaga pendidikan adalah salah
satu institusi yang ditugaskan oleh negara untuk menambah pengetahuan dan
wawasan rakyat terhadap politik, sehingga setiap orang itu baik laki-laki maupun
perempuan turut serta berpartisipasi dalam politik guna mewujudkan masa depan

yang lebih baik.
5.2.5 Bagi Kaum Perempuan

Kaum perempuan harus memperjuangkan hak dan martabatnya di tengah
kehidupan sosial masyarakat. Perempuan harus menyadari bahwa setiap orang itu
baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan martabatnya masing-masing.
Karena itu tidak adanya perlakuan yang tidak adil. Selain itu, kaum perempuan juga
harus berani melawan atau membongkar praktik-praktik yang selalu
membelenggunya terutama yang memandang mereka sebagai makhluk yang lemah
serta tidak rasional. Perempuan juga harus percaya diri untuk tampil di ruang publik
dan menjadi pemimpin terutama menjadi kepala desa, ketua stasi, dan lain
sebagainya. Selain itu, perempuan juga harus percaya diri untuk bersaing dengan
laki-laki dalam merebut posisi-posisi yang strategis dalam pemerintahan maupun
di lingkungan sosial masyarakat. Dengan demikian keberadaan perempuan di
tengah masyarakat bukan hanya melulu sebagai pelayan suami maupun menjadi ibu
rumah tangga, melainkan individu yang mampu bersaing dan memiliki hak yang

sama dengan laki-laki dalam politik.



5.2.6 Bagi Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan salah satu institusi yang tertinggi dalam sebuah
masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan menyatukan semua
masyarakat. Sebagai penyatu dan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam
masyarakat tentu hal yang perlu dilakukan adalah saling menghormati antara satu
sama lain. Perempuan dan laki-laki harus saling melengkapi satu sama lain dan
tidak adanya perlakuan tidak adil antara keduanya. Lembaga adat juga harus
menyadari bahwa apa yang mereka adopsi kepada kaum perempuan merupakan
hasil konstruksi sosial dan kultural bukan kodrat. Pandangan lembaga adat tentang
kaum perempuan sebagai individu yang tidak memiliki hak untuk menjadi
pemimpin adat harus dirubah. Karena perempuan dan laki-laki memiliki hak dan
martabat yang sama. Selain itu, konstruksi budaya tentang pemilihan ketua adat
berdasarkan keturunan harus dirubah. Lembaga adat harus memberikan hak kepada
perempuan untuk menjadi ketua adat tanpa melihat sebagai ata peang ata one.
Untuk itu perlu adanya redefinisi dalam pemilihan lembaga adat. Pemilihan
lembaga adat seperti, tua golo, tua teno maupun tua pangga, dilakukan dengan
demokrasi atau pemungutan suara, dan semua orang baik laki-laki maupun
perempuan harus berpartisipasi atau mencalonkan diri tanpa adanya perlakuan
diskriminasi atau kekerasan pada saat pemilihan. Dengan demikian perempuan juga

bisa menduduki posisi strategis dalam lembaga adat.
5.2.7 Bagi Institusi Gereja

Gereja harus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk
menjabat sebagai ketua stasi, ketua KBG, dan lain sebagainya. Pihak gereja harus
memandang perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang sama-sama diciptakan
oleh Allah. Dengan demikian peran perempuan dalam Gereja bukan hanya sebagai
pengurus altar, seksi konsumsi, dan menjadi anggota paduan suara, melainkan
sebagai ketua stasi, ketua KBG, dan lain sebagainya. Adanya tempat bagi kaum
perempuan dalam gereja dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan dalam
politik. Selain itu, kaum klerus juga harus berani menyuarakan kesetaraan gender.
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